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ABSTRAK 

Kabupaten Banjarnegara merupakan satu dari sekian kabupaten di Jawa 

Tengah yang berada di zona merah bencana. Salah satu wilayah yang yang 

terbilang rawan yakni Desa Sirukem. Hal yang membuat desa ini rawan bencana 

yakni, secara geografis Sirukem berada di wilayah dengan kontur perbukitan 

curam. Terlebih lagi masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bencana.. 

Untuk menghadapi situasi tersebut Palang Merah Indonesia (PMI) kabupaten 

Banjarnegara melaksanakan program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis 

Masyarakat (KBBM). Program KBBM diterapkan agar masyarakat dapat secara 

mandiri menghadapi potensi bencana yang terdapat di wilayahnya sehingga dapat 

meminimalisir dampak yang terjadi.   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses-proses 

manajemen risiko yang dilakukan dalam program kesiapsiagaan bencana berbasis 

masyarakat oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjarnegara di Desa 

Sirukem. Kemudian  untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan-

hambatan yang terjadi selama berjalannya program KBBM di Desa Sirukem. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Subyek dalam penelitian ini berjumlah enam orang diantaranya, Humas 

PMI Banjarnegara, Ketua Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat), 

Penasehat Tim Sibat, Sekretaris Desa Sirukem, dan dua orang warga Desa 

Sirukem. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan  metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam program 

KBBM Palang Merah Indonesia kegiatan manajemen risiko bencana berbasis 

masyarakat di Sirukem berfokus pada situasi terdapat potensi bencana. Hal 

tersebut dilakukan melalui kegiatan kesiapsiaagaan, peringatan dini dan mitigasi 

bencana yang melibatkan masyarakat desa setempat. 

Kata kunci: PMI, Manajemen Risiko Bencana, Bencana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan 

9.391 kejadian bencana telah terjadi selama kurun waktu 2019. Hal ini 

mengakibatkan 911 orang meninggal, 2.163 orang luka-luka, 5.371.345 

mengungsi dan ribuan rumah serta ratusan fasilitas umum mengalami 

kerusakan. Bencana yang tersebar di 34 provinsi tersebut terdiri dari tanah 

longsor, banjir, puting beliung, kebakaran hutan, dan gempa bumi. BNPB 

juga mencatat Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling sering dilanda 

bencana, dengan total 3.764 kejadian.1 Salah satu kabupaten di Jawa

Tengah yang menjadi langganan bencana ialah Banjarnegara.2

Gambar 1 Jumlah Kejadian Bencana di Indonesia 

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB Tahun 2019 

1 Data Informasi Bencana Indonesia https://dibi.bnpb.cloud/ diakses pada tanggal 6 
Januari 2020 
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Kabupaten Banjarnegara merupakan satu dari sekian kabupaten 

yang berada di zona merah rawan bencana. Minimarketnya bencana kata 

orang, berbagai macam bencana ada di daerah ini. Potensi bencana yang 

ada di Banjarnegara berupa tanah longsor, gempa bumi, banjir, angin 

puting beliung sampai bencana yang sifatnya khas seperti kepulan asap 

kawah beracun senantiasa mengintai penduduk Banjarnegara.3

Menurut United Nation Development Program (UNDP) dikutip 

oleh Soehatman Ramli, bencana adalah suatu kejadian ekstrem dalam 

lingkungan alam atau manusia yang berakibat merugikan dan 

mempengaruhi kehidupan manusia, harta benda atau aktivitas sampai pada 

tingkat yang menimbulkan bencana.4 Seperti halnya yang terjadi pada

tahun 2015, bencana gempa bumi lokal terjadi Desa Sirukem, Kecamatan

Kalibening, Kabupaten Banjarnegara membuat ribuan warga harus 

mengungsi ke desa tetangga. Meski tidak berdampak secara signifikan,

tetap saja warga merasa cemas mengingat bencana besar yang pernah 

terjadi sebelumnya di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Karangkobar pada 

tahun 2014.

Desa Sirukem sendiri memang memiliki wilayah dengan kontur 

perbukitan curam, ditambah masih rendahnya budaya sadar bencana yang 

dimiliki masyarakat Sirukem. Perilaku masyarakat Sirukem yang dapat 

3 http://dprd-banjarnegara.go.id/banjarnegara-terkepung-bencana/ diakses tanggal 18 
November 2019. 

4 Soehatman Ramli, Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management),
(Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 10. 
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meningkatkan kerentanan di antaranya pembuatan blumbang.5 Blumbang

ini dibuat di atas lahan terasiring yang dapat memicu risiko terjadinya 

tanah longsor. Adanya aktivitas penebangan kayu yang tidak dibarengi 

dengan penanaman bibit baru juga masih banyak ditemui di Sirukem. 

Kemudian masih didapatinya pembukaan lahan pertanian di lokasi yang 

rawan bencana.  

Kini sudah tahun 2020, Desa Sirukem telah berbenah dengan 

menyiapkan diri mengikuti sejumlah program mitigasi bencana baik dari 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  maupun Palang Merah Indonesia 

(PMI) dengan program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat 

(KBBM). PMI Banjarnegara yang menjadi subjek penelitian ini sedikitnya 

telah menyelenggarakan program KBBM di sembilan desa dan 

membentuk tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat). Sembilan 

desa tersebut yakni, di Desa Sumberejo, Pekasiran, Kepakisan, Majasari, 

Sokaraja, Kertosari, Lawen, Duren dan Sirukem yang seluruhnya terdapat 

potensi bencana.6

KBBM merupakan program yang dilaksanakan oleh relawan PMI 

sebagai inisiator dengan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk 

mengambil tindakan dalam mengurangi dampak bencana yang terjadi di 

lingkungan tempat tinggalnya. Program ini bersifat partisipatif dan 

5 Blumbang merupakan kolam ikan dalam bahasa setempat. 

6 Hasil wawancara dengan Bapak Alwan Rifai selaku Humas Palang Merah Indonesia 
Cabang Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 23 September 2019 pukul 12.47 WIB. 
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merupakan salah satu langkah mitigasi yang diarahkan pada pengurangan 

kerentanan fisik, lingkungan, kesehatan dan sosial ekonomi. Program 

KBBM ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Sehingga bila terjadi 

bencana masyarakat minimal dapat menyelamatkan diri sendiri atau 

bahkan masyarakat di lingkungan sekitarnya.7

Program ini sendiri dalam pelaksanaannya menawarkan sudut 

pandang yang berbeda ketimbang penyediaan pelayanan darurat saat 

terjadi bencana (pencarian, penyelematan, distribusi bantuan, pelayanan 

kesehatan dan dukungan psikologi sosial serta evakuasi). Di mana respons 

terhadap situasi tanggap darurat dengan distribusi bantuan dapat 

berdampak pada ketergantungan masyarakat. Melalui program KBBM 

masyarakat dapat terlibat aktif di dalam keseluruhan proses penanganan 

bencana, mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.8

Dalam menjalankan KBBM di Desa Sirukem, relawan PMI 

Banjarnegara bekerjasama dengan banyak pihak seperti BPBD, Dinas 

Sosial, Dinas Kesehatan, dan aparat pemerintahan desa serta Korean Red 

Cross Gyeonam. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa program KBBM 

ini tidaklah berdiri sendiri, namun menjadi bagian yang tidak terpisah dari 

7 Palang Merah Indonesia, Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat, (Jakarta: 
Palang Merah Indonesia Pusat, 2007), hlm. 3. 

8 Palang Merah Indonesia, ibid., hlm. 7-8 
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proses manajemen bencana dan penanggulangan bencana secara 

keseluruhan.9

Aktivitas berjalannya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat 

tersebut tentu tidak lepas dari keikutsertaan relawan yang terlibat dari awal 

hingga berakhirnya program. Peran serta relawan begitu penting dalam 

setiap program yang dimiliki PMI sebagai organisasi pelayanan sosial. 

Selain karena relawan merupakan ujung tombak kegiatan, merekalah yang 

paling sering berinteraksi dengan masyarakat yang mendapat manfaat dari 

program-program yang ada. Karena jika berbicara mengenai sumber daya 

manusia dalam organisasi pelayanan sosial, paling tidak terdiri dari tiga 

komponen yaitu dewan direksi (board management), staf pelaksana dan 

para relawan (volunteer).10

Relawan dalam penelitian ini menempati peranan sentris sebagai 

aktor di balik penerapan manajemen risiko bencana berbasis masyarakat di

Desa Sirukem. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian Manajemen 

Risiko Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat oleh  Palang Merah 

Indonesia di Desa Sirukem Kecamatan Kalibening Kabupaten 

Banjarnegara. Selain karena keberlangsungan programnya masih terus 

dijaga, relawan yang tergabung dalam tim Sibat tidak jarang melibatkan 

diri dalam situasi tanggap darurat yang terjadi di desa lain. 

9 Hasil wawancara dengan Bapak Alwan Rifai selaku Humas Palang Merah Indonesia 
Cabang Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 23 September 2019 pukul 12.47 WIB. 

10 Santoso T. Raharjo, Manajemen Relawan Pada Organisasi Pelayanan Sosial, Jurnal 
Sosiohumaniora, Vol. 4, No. 3 November 2010, hlm. 3. 
http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5299/2662
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen risiko dalam program kesiapsiagaan bencana

berbasis masyarakat oleh Palang Merah Indonesia (PMI) di Desa

Sirukem, Kecamatan Kalibening?

2. Apa saja faktor pendukung dan hambatan-hambatan yang dialami

relawan Palang Merah Indonesia dalam program kesiapsiagaan

bencana berbasis masyarakat di Desa Sirukem, Kecamatan

Kalibening?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui manajemen risiko dalam program kesiapsiagaan bencana

berbasis masyarakat oleh relawan Palang Merah Indonesia Cabang

Banjarnegara di Desa Sirukem, Kecamatan Kalibening.

2. Mengetahui faktor pendukung dan hambatan-hambatan yang dialami

relawan Palang Merah Indonesia dalam program kesiapsiagaan

bencana berbasis masyarakat di Desa Sirukem.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberi wawasan baru seputar

penanganan kebencanaan.

2. Penelitian ini secara teoritis dapat digunakan sebagai salah satu

rujukan bagi akademisi maupun praktisi di lapangan kaitannya dengan

penanganan kebencanaan.
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3. Penelitian ini juga dapat diambil manfaat secara praktis berupa

kontribusi pemikiran kaitannya dengan evaluasi penanganan bencana

yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Cabang Banjarnegara.

E. Tinjauan Pustaka

Secara umum penelitian ini membahas tentang manajemen risiko 

dalam kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang dilakukan PMI 

Banjarnegara di Desa Sirukem, sehingga untuk mengetahui keaslian dari 

penelitian ini, maka peneliti mencari dan menemukan beberapa tinjauan 

pustaka yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah:  

Manajemen 

Bencana Erupsi Gunung Merapi Oleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Sleman 11 Dalam penelitian tersebut digunakan

beberapa kajian teori diantaranya kebijakan publik, bencana, gunung api,

dan manajemen. Kajian kebijakan publik digunakan karena memiliki 

korelasi dengan proses manajemen bencana yang menyangkut hidup orang 

banyak dalam suatu wilayah. Adapun kajian teoritis tentang manajemen 

bencana menggunakan kajian yang bersumber dari Arie Priambodo. 

Dalam kajian tersebut disebutkan sistem tanggap bencana meliputi empat 

tahapan yakni, mitigation (pengurangan-pencegahan), preparedness

(perencanaan-persiapan), response (penyelaman-pertolongan), recovery

(pemulihan-pengawasan). Kemudian selanjutnya hasil dalam penelitian 

11 Tiyas Trirahayu, Implementasi Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat 
di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi 
Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015. 
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tersebut menunjukkan bahwa dalam menghadapi erupsi gunung merapi 

BPBD Kab. Sleman telah melaksanakan tahapan manajemen bencana 

yaitu mitigation dengan membuat talud banjir, kantong lahar, Early

Warning System dan rambu evakuasi, preparedness dengan melakukan 

pemantauan Gunung Merapi, simulasi erupsi, membentuk sekolah siaga 

bencana, desa tangguh bencana dan sister school. Tahap respons dengan 

membuat skenario rencana evakuasi, pelatihan pengelolaan barak dan 

dapur umum. Dan recovery meliputi pembangunan huntap, pemulihan 

infrastruktur, penggantian ternak dan bantuan sapi perah dengan 

pengawasan dari BPBD setempat. 

Implementasi

Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat di Palang Merah 

Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta 12 Dalam penelitian tersebut program

kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat telah diterapkan di dua 

kelurahan. Pertama di kelurahan Prenggan karena memiliki latar belakang 

daerah yang rentan terhadap bahaya penyakit. Kedua di Kelurahan Bener 

yang memiliki latar belakang daerah dilalui aliran Sungai Winongo yang 

kerap kali meluap pada musim penghujan. Dari penelitian yang dilakukan 

Deski Irandi, peneliti menyadari bahwa program KBBM ini bukan saja 

berbicara mengenai mitigasi bencana. 

12 Deski Irandi, Implementasi Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat di 
Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2017.  
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Kajian 

Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara 13

Penelitian ini mengamati strategi mitigasi bencana tanah longsor yang 

dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Banjarnegara. Hasil penelitian menyebutkan bahwa mitigasi 

bencana tanah longsor di Banjarnegara dilakukan secara struktural dan non 

struktural. Mitigasi struktural dilakukan dengan penyusunan database

daerah potensi bahaya dan pemasangan Early Warning System (EWS). 

Sedangkan mitigasi non struktural dilakukan dengan pemberian informasi, 

sosialisasi serta pelatihan dan simulasi bencana. Adapun upaya yang telah 

dilakukan BPBD Banjarnegara untuk meningkatkan efektivitas mitigasi 

bencana yakni dengan cara membentuk masyarakat tangguh serta desa 

tangguh bencana. 

Berdasarkan seluruh kajian pustaka di atas maka penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dibandingkan 

tinjauan pustaka di atas, penelitian ini akan memiliki nilai tawar yang 

menarik karena mengulas sisi manajemen risiko di dalam program 

kesiapsiagaan bencana milik PMI dilaksanakan Desa Sirukem. Karena 

sepengetahuan peneliti belum ada penelitian yang mengulas tentang hal 

tersebut di Banjarnegara.  

13 Amni Zarkasyi Rahman, Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten 
Banjarnegara, Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 1 Oktober 2015, hlm. 1-14.
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F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Bencana

a. Pengertian Bencana

Kata bencana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan

sebagai sesuatu yang menyebabkan kesusahan, kerugian, penderitaan, 

malapetaka, kecelakaan, dan marabahaya.14 Menurut Murdiyanto

bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa 

yang menyebabkan gangguan serius pada masyarakat, sehingga 

menyebabkan korban jiwa serta kerugian yang meluas pada kehidupan 

manusia, baik dari segi material, ekonomi maupun lingkungan dan 

melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan 

menggunakan sumber daya yang mereka miliki.15

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, bahwa yang dimaksud dengan bencana

adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, 

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya, korban jiwa manusia, kerusakan 

14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, cet. 3, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 115. 

15 Murdiyanto, Bencana Alam dan Penanggulangannya (Kajian Beberapa Peristiwa 
Bencana Alam di Kota Jayapura dan Penanggulangannya), (Yogyakarta: Citra Media, 2014), hlm. 
12.
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lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.16 Parker di

dalam buku Bevaola Kusumasari mendefinisikan bencana sebagai 

sebuah kejadian alam atau kejadian hasil tangan manusia yang tidak 

biasa, termasuk kejadian yang disebabkan oleh kegagalan sistem 

teknologi yang melemahkan kapasitas respons dari komunitas 

manusia, kelompok individu, atau lingkungan alam dan yang 

menyebabkan kerusakan besar, kerugian ekonomi, kehancuran, cedera 

dan atau kematian.17 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

bencana merupakan suatu kejadian yang mengancam nyawa manusia 

baik itu menyebabkan kerusakan, hilangnya harta benda ataupun tidak. 

b. Manajemen Bencana

Menurut Shaluf di dalam buku Bevaola Kusumasari manajemen

bencana didefinisikan sebagai istilah kolektif yang mencangkup semua 

aspek perencanaan untuk merespon bencana, termasuk kegiatan-

kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana yang mungkin juga 

merujuk pada manajemen risiko dan konsekuensi bencana.18

Manajemen bencana tersebut meliputi lima tahap umum, yaitu: 

16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 1 ayat 
(1). 

17Bevaola Kusumasari, Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal, cet. 1, 
(Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm. 4. 

18 Ibid., hlm. 19. 
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1) Prediksi

Dalam tahap ini, kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan dilakukan.

Ini termasuk langkah-langkah yang diambil untuk membatasi dampak 

buruk bencana alam, degradasi lingkungan, dan bahaya teknologi. 

Langkah yang diambil untuk memastikan respons yang efektif terhadap 

dampak bahaya bencana ialah  dengan dikeluarkannya peringatan dini 

yang tepat waktu dan efektif serta evakuasi sementara masyarakat dan 

property dari lokasi yang terancam bencana. 

2) Peringatan

Tahap ini mengacu pada penyediaan informasi yang efektif dan

tepat waktu melalui lembaga-lembaga yang teridentifikasi. Lewat 

lembaga-lembaga ini, individu dimungkinkan untuk menghadapi 

bahaya dengan mengambil tindakan menghindari atau mengurangi 

risiko yang mereka hadapi serta mempersiapkan respons yang efektif. 

3) Bantuan Darurat

Tahap ketiga merujuk pada penyediaan bantuan atau intervensi

selama atau setelah bencana terjadi. Ini merupakan bantuan 

keselamatan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka yang terkena 

dampak bencana. Hal ini dapat dilakukan segera dan dalam jangka 

waktu singkat atau durasi yang lama. 

4) Rehabilitasi

Tahap ini meliputi keputusan dan tindakan yang diambil  setelah

bencana untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi kehidupan 



13 

masyarakat yang terkena bencana seperti kondisi sebelum bencana 

terjadi. Disamping itu, juga digiatkan kembali dan difasilitasi semua 

penyesuaian yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko bencana. 

5) Rekonstruksi

Tahap ini merujuk pada pembangunan kembali kondisi kehidupan

masyarakat yang telah rusak akibat bencana dengan tujuan 

pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.19 

Telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 

meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana 20 

Jadi jika dikerucutkan, manajemen bencana dapat dibagi tiga kegiatan, 

yaitu: 

1. Kegiatan pra bencana, meliputi kegiatan mitigasi dan

kesiapsiagaan,

2. Kegiatan pada saat terjadi bencana, berupa kegiatan tanggap

darurat,

3. Kegiatan pasca bencana, berupa pemulihan.

c. Manajemen Risiko Bencana

Manajemen Risiko diartikan sebagai seperangkat kebijakan,

prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi, untuk mengelola, 

19 ibid., hlm 20-21. 

20 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana, Bab I pasal 3 
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memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko.21

Sedangkan kata bencana memiliki definisi sebagai peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang menyebabkan gangguan serius pada 

masyarakat, sehingga menyebabkan korban jiwa serta kerugian yang 

meluas pada kehidupan manusia, baik dari segi material, ekonomi 

maupun lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat tersebut 

untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya yang mereka 

miliki.22 Maka dapat dipahami bahwa manajemen risiko bencana

merupakan tindakan untuk mengatur atau merekayasa situasi sebelum 

timbulnya korban jiwa atau kerugian dan atau sebelum terjadinya 

bencana. 

Lebih lanjut dalam siklus bencana, manajemen risiko ini terdapat 

pada fase pra bencana yang dilakukan melalui pencegahan, mitigasi, 

dan kesiapsiagaan. Adapun kegiatan-kegiatan dalam risiko bencana 

meliputi kegiatan pada tahap pra bencana (situasi tidak terjadi bencana 

dan situasi terdapat potensi bencana).23

21 Mamduh M. Hanafi, Manajemen Risiko, cet. Ketujuh, (Tangerang Selatan: Universitas 
Terbuka, 2014), hlm. 1.20 

22 Murdiyanto, Bencana Alam dan Penanggulangannya (Kajian Beberapa Peristiwa 
Bencana Alam di Kota Jayapura dan Penanggulangannya), (Yogyakarta: Citra Media, 2014), hlm. 
12.

23 Nurjanah dkk, Manajemen Bencana, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 47 
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1) Pada Situasi Tidak Terjadi Bencana

Situasi tidak terjadi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang

berdasarkan analisis kerawanan pada periode waktu tertentu tidak 

menghadapi ancaman bencana yang nyata. Pada situasi ini perlu 

adanya kegiatan seperti perencanaan penanggulangan bencana, 

pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan ke dalam 

perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, 

pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, persyaratan standar 

teknis penanggulangan bencana, pendidikan, dan pelatihan.24

a) Perencanaan Penanggulangan Bencana

Perencanaan penanggulangan bencana dilkukan melalui 

penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam 

waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program 

kegiatan penanggulangan bencana. Hal tersebut meliputi 

pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang 

kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, 

pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan 

mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, dan 

alokasi tugas, kewenangann, dan sumber daya yang tersedia.25

b) Pengurangan Risiko Bencana

24 Nurjanah dkk, Manajemen Bencana, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 47-53

25 Ibid., hlm . 48 
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Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi 

dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam 

situasi sedang tidak terjadi bencana, yang meliputi pengenalan dan 

pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipatif 

penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, 

peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana, 

dan penerapan upaya fisik, nonfisik, serta pengaturan 

penanggulangan bencana.26 

c) Pencegahan  

Pencegahan merupakan langkah-langkah/kegiatan yang 

dilakukan untk mencegah bencana atau risiko yang mungkin terjadi 

melalui pengendalian dan pengubah-sesuaian fisik dan lingkungan. 

Hal ini meliputi identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap 

sumber bahaya atau ancaman bencana, kontol terhadap penguasaan 

dan pengelola sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/ atau 

berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya 

bencana, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, serta 

penguatan ketahanan sosial masyarakat.27  

                                                           
26 Nurjanah dkk, Manajemen Bencana, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 51 
 
27 Ibid., hlm. 52 
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d) Pemaduan ke Dalam Perencanaan Pembangunan

Pemaduan ke dalam perencanaan pembangunan dilakukan

melalui pencatuman unsur-unsur rencana penanggulangan bencana 

ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.28 

e) Persyaratan Analisis Risiko Bencana

Analisis risiko  bencana adalah kegiatan penelitian dan studi

tentang kegiatan yang memugkinkan terjadinya bencana, dan 

pemenuhan syarat analisis risiko bencana ditunjukkan dalam 

dokumen yang disahkan oleh yang berkompeten.29 

f) Pelaksanaan dan Penegakan Rencana Tata Ruang

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan 

untuk mengurangi risiko bencana yang mencangkup pemberlakuan 

peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan 

penerapan sanksi terhadap pelanggar. Secara berkala harus 

dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang 

dan pemenuhan standar keselamatan.30 

28 Ibid., hlm. 52 

29 Nurjanah dkk, Manajemen Bencana, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 52 

30 Ibid., hlm. 52 
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g) Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka menyiapkan masyarakat menghadapi bencana 

untuk mengurangi jatuhnya korban akibat bencana, maka dalam 

kurikulum pendidikan formal perlu diakomodasikan materi tentang 

kebencanaan/penanggulangan bencana, termasuk melakukan 

pelatihan dalam menghadapi kedaruratan bencana bagi masyarakat 

yang berada dalam wilayah yang rawan bencana.Pada situasi 

terdapat potensi bencana31 

h) Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana 

ditetapkan oleh pemerintah dan disosialisasikan kepada pihak-pihak 

yang terkait dengan penanggulangan bencana termasuk 

masyarakat.32 

2) Pada Situasi Terdapat Potensi Bencan

Pada situasi ini dilakukan kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini

dan mitigasi bencana. 

31 Nurjanah dkk, Manajemen Bencana, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 52 

32 Ibid., hlm. 53 
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a) Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah perkiraan-perkiraan tentang kebutuhan

yang akan timbul jika terjadi bencana dan memastikan sumber daya 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut.33

b) Peringatan Dini

Peringatan dini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan

analisis data guna mengukur eskalasi bahaya, mengatur 

strategi/respons dan untuk bahan pengambilan keputusan terhadap 

kemungkinan akan segera terjadi bencana.34

c) Mitigasi

Mitigasi ditujukan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan

oleh bencana. Kegiatan mitigasi bencana memfokuskan perhatian 

pada pengurangan dampak dari ancaman sehingga akan 

mengurangi kemungkinan dampak negatif bencana.35

d. Penanggulangan Bencana Pada Tahapan Pra Bencana

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007

Penyelenggaraan penanggulanganan bencana pada tahapan pra

bencana berdasasarkan UU No 24 Tahun 2007 Tentang 

33 Ibid., hlm. 55 
34 Nurjanah dkk, Manajemen Bencana, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 55 

35 Ibid., hlm. 55 
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Penanggualangan Bencana meliputi kegiatan dalam situasi tidak 

terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya 

bencana.36 Penyelenggaraan penanggulangan bencanan dalam situasi 

tidak terjadi bencana sendiri meliputi perencanaan penanggulangan 

bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam 

perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, 

pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan 

pelatihan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.37 

1) Perencanaan penanggulangan bencana meliputi:

a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana

b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat

c. Analisis kemungkinan dampak bencana

d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana

e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak

bencana

f. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia38

2) Pengurangan risiko bencana meliputi:

a. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana

b. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana

c. Pengembangan budaya sadar bencana

36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 34 

37 Ibid., Pasal 35 

38 Ibid., Pasal 36 ayat (4 ) 
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d. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan

bencana

e. Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan 

penanggulangan bencana.39

3) Pencegahan meliputi kegiatan:

a. Identifikasi dan pengenalan secara pasati terhadap sumber

bahaya atau ancaman bencana

b. Control terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya

alam yang secara tiba-tiba dana tau berangsur berpotensi

menjadi sumber bahaya bencana

c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba

dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau

bahaya bencana

d. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup

e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.40

4) Pemaduan dalam rencana pembangunan dilakukan dengan cara

mencantumkan unsur unsur rencana penanggulangan bencana ke

dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.41

5) Persyaratan analisis risiko bencana disusun dan ditetapkan oleh

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pemenuhan syaratan

39 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 37 
ayat (2) 

40 Ibid., Pasal 38 
41 Ibid., Pasal 39 
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analisis risiko bencana sendiri ditunjukkan dalam dokumen yang 

disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan.42 

6) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk

mengurangi risiko bencana yang mencangkup pemberlakuan

peraturan tentang pentaan ruang, standar keselamatan, dan

penerapan sanksi terhadap pelanggar.43

7) Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis

penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan.44

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat

potensi terjadi bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan 

mitigasi bencana. 

1) Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan

tepat dalam menghadapi kejadian bencana melalui kegiatan:

a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan

bencana

b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem

peringatan dini,

42 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 41 
ayat (1) dan (2). 

43 Ibid., Pasal 42 ayat (1). 

44 Ibid., Pasal 43 
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c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan

kebutuhan dasar

d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang

mekanisme tanggap darurat

e. Penyiapan lokasi evakauasi

f. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur

tetap tanggap darurat bencana

g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk

pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.45

2) Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan

tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta

mempersiapkan tindakan tanggap darurat yang dilakukan melalui

kegiatan:

a. Pengamatan gejala bencana

b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana

c. Pengambilan keputusan oleh pihak berwenang

d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana

e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.46

3) Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi

masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana yang

dilakukan melalui kegiatan:

45 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 45 ayat (1) dan 
(2). 

46 Ibid., Pasal 46 ayat (1) dan (2) 
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a. Pelaksanaan penataan ruang

b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata

bangunan

c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik

secara konvensional maupun modern.47

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, Manajemen Risiko Dalam Program 

Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat Palang Merah Indonesia di 

Desa Sirukem, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Maka 

penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Jenis penelitian ini 

adalah deskripsi kualitatif yaitu berusaha mengungkapkan suatu masalah 

yang terjadi kemudian menganalisis informasi data yang didapat. Data 

tersebut dapat berupa naskah, wawancara, catatan atau memo, dan 

dokumen resmi lainnya.48

Penelitian kualitatif sendiri adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selain itu penelitian kualitatif 

merupakan tradisi tertentu ilmu pengetahuan sosial yang secara 

47 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 47 
ayat (1) dan (2). 

48 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2004), hlm. 11. 



25 

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dan 

pengawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang-orang tersebut 

beserta adatnya.49

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan, 

meringkaskan berbagai kondisi dan situasi, atau berbagai fenomena 

realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan 

berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, 

sifat, model tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, atau fenomena 

tertentu. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan manajemen 

risiko dalam kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang dilakukan 

oleh PMI Banjarnegara di Desa Sirukem.50

2. Subjek dan Objek Penelitian

a) Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang 

merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu.51 Pada penelitian ini pertimbangan tersebut didasarkan pada

beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yakni kemampuan subjek 

penelitian dalam memberikan data atau informasi mengenai manajemen 

risiko bencana berbasis masyarakat di Desa Sirukem. Kedua, keterlibatan 

49 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Putra Grafika, 2011), hlm 3. 

50 Ibid., hlm 68 
51 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), hlm. 218. 
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subjek penelitian dengan program KBBM. Subjek penelitian sendiri 

adalah orang yang menjadi sumber informasi dalam penelitian.52 Adapun

subjek dalam penelitian ini yakni Bapak Alwan Rifai Staf bidang 

hubungan masyarakat PMI Banjarnegara, Bapak Anto Ketua Tim Siaga 

Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat), Bapak Sugeng Penasehat Tim Sibat,

Bapak Khaerunnasikin Sekretaris Desa Sirukem. Kemudian Bapak M. 

Badri dan Bapak Purwanto merupakan masyarakat Desa Sirukem dipilih 

sebagai subjek penelitian karena pernah menerima manfaat dengan 

berjalannya program KBBM dan berdirinya Tim Sibat di Desa Sirukem. 

Adapun alasan peneliti memilih keenam informan tersebut, di 

samping telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan di atas. Keenam 

informan tersebut telah memberi informasi yang menurut peneliti cukup 

sesuai dengan konteks penelitian. Dengan demikian, dari pernyataan 

tersebut peneliti meyakini bahwa keenam tersebut dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan untuk membantu peneliti membahas 

permasalahan dalam penelitian. 

b) Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah masalah yang hendak diteliti yaitu 

manajemen risiko dalam program kesiapsiagaan bencana berbasis 

masyarakat di Desa Sirukem.

52 Tatang Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), hlm. 
135.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

dalam melakukan penelitian ini adalah:  

a) Observasi

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari metode-

metode pengumpulan data penelitian kualitatif. Secara umum 

observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang mana kegiatan 

tersebut berupa pengamatan suatu objek. Metode ini digunakan untuk 

melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar 

peneliti memperoleh gamabaran yang lebih luas tentang permasalahan 

yang diteliti.53

Pada penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif. 

Menurut Satori dan Aan observasi pasif adalah peneliti mendatangi 

tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan tersebut.54 Observasi yang dilakukan peneliti ialah dengan

melihat dan mengamati aktivitas masyarakat Desa Sirukem. Beberapa 

kegiatan observasi yang peneliti lakukan yakni dengan melihat secara 

langsung kolam-kolam ikan yang telah dikuras airnya, mengelilingi 

sekitar Desa untuk melihat kondisi geografis dan tata ruang pendirian 

rumah-rumah warga yang berada di area rawan longsor. Peneliti juga 

53 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, hlm. 228 

54 Satori dan Aan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 115. 
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turut mengamati proses diseminasi informasi melalui media sosial 

PMI Banjarnegara mengenai beberapa kejadian bencana yang terjadi 

di Sirukem. 

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari 

semua teknik penelitian sosial. Bentuk dari  penelitian ini adalah 

interaksi verbal antara peneliti dengan responden.55

Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk 

mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini 

didasarkan pada dua alasan, pertama, dengan wawancara, peneliti 

dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang 

diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek 

penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa 

mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan 

masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang.56

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara tersruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara 

55 James A. Black dan Dean J. Champion, Metode & Masalah Penelitian Sosial,
(Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 305 

56 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 68. 
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dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya.57

c) Dokumen

Dokumen meliputi foto, video, film, memo, surat, diary dan 

rekaman kasus guna menunjang pengumpulan data penelitian. Selain 

itu juga dapat dipahami sebagai catatan tertulis yang masih 

berhubungan dengan suatu peristiwa.58 Adapun dokumen yang

peneliti maksud yakni catatan tertulis berupa laporan pelaksanaan 

kegiatan kesiapsiagaan bencana di Desa Sirukem, press release yang 

diterbitkan di media massa dan foto pelaksanaan kegiatan program 

KBBM di Desa Sirukem.  

d) Teknik Analisis Data

Dalam penelitia ini teknik menganalisis data dengan model Miles 

dan Huberman. Dalam analisis data terdapat 3 hal utama yaknik 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.  

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung 

57 Satori dan Aan, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 133 

58 M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif,
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 199. 
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secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Reduksi 

data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan 

akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. 59

2. Penyajian data

Penyajian yang dimaksud merupakan sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa 

teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah 

untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.60

3. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan suatu upaya menarik konklusi 

dari hasil reduksi dan penyajian data.61 Verfikasi atau penarikan

kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi 

yang utuh. Dimana, kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama 

penelitian berlangsung.62 Jadi peneliti melakukan penarikan

kesimpulan dari data-data yang sudah dikumpulkan, direduksi dan 

serta sudah disajikan.  

59 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 100 

60 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif,  hlm. 101 

61 M. Idrus, Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 64

62 Ibid., hlm. 65 
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e) Keabsahan Data

Agar penelitian ini memiliki hasil kepercayaan yang tinggi sesuai 

apa yang di lapangan, maka peneliti melakukan uji keabsahan data 

dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu.63 Hal-hal yang dilakukan peneliti dalam triangulasi

sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil observasi dan hasil wawancara yang

telah dilakukan oleh peneliti. Sebagai contoh peneliti

membandingkan data hasil observasi mengenai kondisi kolam

ikan di Desa Sirukem yang telah dikuras dengan data hasil

wawancara dengan Bapak Sugeng selaku penasehat Tim Sibat

Desa Sirukem yang menyatakan jumlah kolam ikan tersebut

sudah jauh berkurang keberadaannya.

2. Membandingkan data hasil wawancara antara satu sumber dengan

sumber yang lain. Sebagai contoh data hasil wawancara yang

berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan program KBBM

dikeluarkan oleh PMI Banjarnegara. Pernyataan mengenai hal

tersebut sama-sama dilontarkan oleh Bapak Alwan Rifai selaku

Humas PMI Banjarnegara dan Ketua Tim Sibat Desa Sirukem

63 M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 322
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3. Membandingkan hasil wawancara denga analisis dokumentasi

yang berkaitan. Sebagai contoh data yang peneliti peroleh melalui

hasil wawancara turut dibuktikan dengan arsip dokumentasi yang

dapat ditunjukkan oleh narasumber yang bersangkutan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menetapkan sistematika 

pembahasan menjadi lima empat bab yang terdiri dari beberapa sub-sub. 

Adapun susunan sistematika pembahasan sebagai berikut:  

Bab I: bab ini memaparkan seluruh kajian yang akan diteliti, yang 

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. Bab pertama ini merupakan pengantar untuk 

memahami langkah pembahasan penelitian yang akan peneliti kaji. Pada 

bab pertama ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tentang cara 

penelitian dilakukan di dalam skripsi ini. 

Bab II: berisi tentang gambaran umum Palang Merah Indonesia 

Kabupaten Banjarnegara dan Desa Sirukem sebagai lokasi penelitian 

meliputi, letak geografis, sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, 

sarana dan pra sarana, dan latar belakang program kesiapsiagaan bencana 

berbasis masyarakat yang diusung ke dalam penelitian ini. 

Bab III: berisi tentang hasil penelitian dan jawaban atas rumusan 

masalah yaitu manajemen risiko dalam kesiapsiagaan bencana berbasis 
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masyarakat yang dilakukan Palang Merah Indonesia Kabupaten 

Banjarnegara  di Desa Sirukem, Kecamatan Kalibening. 

Bab IV: merupakan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan 

sebagai jawaban dari pokok permasalahan dari penelitian ini. Kemudian 

pada bagian akhir penelitian ini memuat tentang daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN

Setiap peristiwa bencana terjadi begitu dekat dengan masyarakat. 

Mereka mau tidak mau harus menghadapi risiko yang ditimbulkan dari suatu 

kejadian bencana. Peristiwa bencana sendiri seiring waktu terus mengalami 

peningkatan jumlah di beberapa wilayah, tidak terkecuali di Desa Sirukem.

Diperlukan adanya kegiatan pada tahap pra bencana untuk meningkatkan 

kapasitas dan kesadaran masyarakat akan bencana.  

Peneliti melihat adanya upaya untuk menjadikan kesadaran bencana 

menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat melalui serangkaian kegiatan 

manajemen risiko bencana di Desa Sirukem. Kegiatan manajemen risiko 

bencana tersebut ditujukan untuk mengatur situasi sebelum timbulnya korban 

jiwa atau kerugian yang diakibatkan bencana. Manajemen risiko bencana di 

Desa Sirukem berfokus pada kegiatan situasi terdapat potensi bencana. 

Pada situasi terdapat potensi bencana diupayakan kegiatan 

kesiapsiagaan yang mengarah pada  perkiraan-perkiraan tentang kebutuhan 

yang akan timbul jika terjadi bencana. Kegiatan tersebut diantaranya 

dilakukannya rapat koordinasi antar lembaga penanggulangan bencana, 

penyiapan logistik, penyiapan lokasi evakuasi, sosialisasi kepada masyarakat 

dan simulasi bencana. Kegiatan peringatan dini mengarah pada proses 



92 

pengumpulan dan distribusi informasi terhadap gejala bencana sebagai dasar 

pengambilan keputusan yang dilakukan melalui proses rapid assessment.

Sedangkan di Desa Sirukem mitigasi bencana terbagi menjadi dua 

jenis, mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural 

dilakukan oleh Pemerintah Desa setempat dengan himbauan terhadap 

pendirian bangunan baru yang perlu memperhatikan kondisi rawan bencana. 

Mitigasi non-struktural dilakukan di Desa Sirukem dengan diadakannya 

pelatihan bencana dan pendirian pos pantau di musim hujan. 

Adapun dalam penyelenggaraan manajemen risiko berbasis 

masyarakat di Desa Sirukem terdapat adanya faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Faktor pendukung pertama berjalannya kegiatan antara lain 

proses komunikasi  yang baik antara pihak PMI Banjarnegara dan Pemerintah 

Desa Sirukem. Kedua sumber daya yang terlibat dalam kegiatan cukup 

mendukung. Ketiga adanya kerjasama atau keterlibatan pihak seperti BPBD, 

Dinas Kesehatan menjadikan kegiatan tersebut dapat berjalan. 

Faktor penghambat kegiatan sendiri cukup bermacam-macam. 

Pertama, hambatan tersebut datang dari kondisi geografis Desa Sirukem. 

Kedua, hambatan komunikasi yang mana lebih mengarah pada penggunaan 

perangkat yang cukup sulit digunakan secara bebas di Sirukem karena 

kendala jaringan. Ketiga hambatan datang dari sumber daya itu sendiri yang 

mana masih kurangnya kesadaran masyarakat Sirukem terhadap bencana, 

terbatasnya relawan PMI yang memiliki kompetensi spesifik pada program 
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KBBM, dan dirasa masih kurangnya keterlibatan Pemerintah Desa Sirukem 

dalam hal penanggulangan bencana. 

Secara umum  kami dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen 

risiko bencana berbasis masyarakat yang dilakukan di Desa Sirukem memang 

sudah cukup baik dilaksanakan. Meskipun kami dapat memahami seluruh 

bagian kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diekspektasikan oleh 

penyelenggara dalam hal ini PMI Banjarnegara. Peneliti juga melihat 

implementasi Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan 

Bencana tidak sepenuhnya juga dapat berjalan.  

Secara khusus, perubahan paradigma penanggulangan bencana dari 

tindakan responsif ke tindakan preventif tidak lantas membuat pengalokasian 

dana untuk kegiatan pra bencana menjadi mudah. Di Sirukem, kami 

mendapati bahwa pendanaan penanggulangan bencana baru akan dikeluarkan 

apabila terjadi situasi tanggap darurat yang artinya paradigma tindakan 

responsif ini masih sulit untuk dihindari.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti ingin memberikan saran 

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam program kesiapsiagaan bencana 

berbasis masyarakat terutama Palang Merah Indonesia Kabuapten 

Banjarnegara dan Tim Sibat Desa Sirukem. Saran yang ingin peneliti berikan 

sebagai berikut: 
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1. Diperlukan adanya kejelasan dalam pembuatan kesepakatan perihal

pendanaan sebelum berjalannya program KBBM. Sehingga jangan

sampai nantinya terjadi ketergantungan terhadap pemberian bantuan dana

dalam pelaksanaan program KBBM.

2. Organisasi Tim Sibat perlu melibatkan Pemerintah Desa dalam struktur

pimpinan sehingga akan mempermudah jalannya program-program

KBBM.

3. Tim Sibat karena merupakan organisasi yang berada di bawah naungan

Pemerintah Desa perlu melakukan koordinasi yang lebih apabila

melaksanakan kegiatan sehingga tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Karena penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab bersama.

4. PMI Banjarnegara bisa saja membuat semacam penghargaan tahunan

bagi Tim Sibat yang aktif melaksanakan kegiatan. Ini dilakukan untuk

meningkatkan motivasi dalam penanggulangan bencana khususnya di

wilayah Banjarnegara.
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